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SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN
KEMBALI PERDATA

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

HIR  (Herzien Inlandsch  Reglement/S.1941-44)
Tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
(R.L.B)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung . Jo.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012
Tentang Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara
Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan
Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Perma Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan

Keputusan KMA Rl No. 032/KMA/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Pengadilan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 02
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada
4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Dibawahnya ;
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Kelas Il Nomor:W29.U3/01/PDT.04.10/1/2022 Tentang
Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya
Kejurusitaan Pada PN Rangkasbitung.

1. S2 - Hukum
2. S1 - Hukum.
3. SMU Sederajat.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
: 1. Alat Tulis Kantor (ATK)
SOP Kepaniteraan Muda Perdata 2. Komputer
3. Printer
4. Dokumen Pendukung

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pencabutan
permohonan peninjauan kembali akan terlambat

SIPP

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Peninjauan Kembali
Buku Jurnal Keuangan Perkara

ONO;




Pglaksanaan Mutu Baku
Staf
No Aktivitas Panmud Persyaratan / Ket.
Perdata | PoNMera | o kapan | Waktu Output
1 | Meneiuna dan Tidak Buku Ragister Diterimannya
memenksa permohonan Berkas Perkara permohonan
Peninjauan ATK 10 pencabutan
Kembali Komputer Menit | Peninjauan
Surat nermohonan Hambal dail
2 Meneliti persyaratan Y - Permohonan %
permohonan pencabutan ~ -Suratkuasaflkaada| ,, | permohonan
Peninjauan Kembali '\ . SIPp Moniy | PENCabutan
Kembali
3 [ Membuat konsep akta Akta Peninjauan Konsep Akta
pencabutan i pencabutan
Kembali ATK an Peniniauan
- permohonan “"'.i Kembali
pencabutan
Peninjavan Kembali
lengkap
4 | Koreksi dan paraf akia . Akia Peniniasan Konsen Akis
pencabutan Peninjauan Kembah pencabutan
Kembali FATK 10 Peninjauan
- Konsep Akta Menit | Kembali sudah
pencabutan diparaf
B Peninsuan Kemban
5 Panandatanganan akls Konsep Akia Akta pencabutan
pencabutan pencabutan 10 Peninjauan
Kembali bersama Peninjauan Menit Kembali yang
pemohon Kembak sudah sudah
§ | Mengirm akia Buku ekspedisi Tanda bukti Jika berkas
pencabutan permohonan ATK pengiriman perkara
Peninjauan Kembali ke - Akta pencabutan belum
MA Peninjauan Kembali e ke
yang sudah 30 MA_ zkta
ditandatangani Menit pencabutan
peninjauan
kembali
833k padlu
dikirim,
7 Menginput pernyataan - Akta pencabutan Data terinput
Peninjauan Peninjauan Kembali 10 kedalam SIPP
Kembali kedalam SIPP —| - SIPP Menit dan tevcatat
Register FATK
8 | Mengarsipkan akta Akta pencabutan Arsip tersimpan
pencabutan Peninjauan 10
Peninjauan Kemball Kembaii Menst
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